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Abstract. This study seeks to determine democracy in Indonesia's general elections. The 1955 election
was intended to be the most democratic in history, despite Indonesia's fragile security situation. This
study employs a qualitative methodology by synthesizing secondary data sources, such as social media,
mass media, election papers, and democracy evaluation documents. To verify the previously studied
data, the data source will be validated using a data analysis program, the Nvivo 12 Plus power analysis
tool, and the theory employed in this work. The results of this study are based on an analysis of the data
gathered to support the claim that democratic elections have been held in Indonesia; however, the
implementation process cannot be deemed a success because there are still a great number of
problems associated with the implementation of elections. In addition, election actors are responsible
for complications, such as money politics, which lead to multiple decisions. However, according to the
data collected, the level of democracy from year to year is relatively high.
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Abstrak. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia.
Pemilu 1955 dimaksudkan untuk menjadi yang paling demokratis dalam sejarah, meskipun situasi
keamanan Indonesia rapuh. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menyintesis
sumber data sekunder, seperti media sosial, media massa, makalah pemilu, dan dokumen evaluasi
demokrasi. Untuk memverifikasi data yang dipelajari sebelumnya, sumber data akan divalidasi
menggunakan program analisis data, alat analisis data Nvivo 12 Plus, dan teori yang digunakan dalam
penelitian ini. Hasil kajian ini didasarkan pada analisis data yang dikumpulkan untuk mendukung klaim
bahwa pemilu demokratis telah diselenggarakan di Indonesia. Namun, proses pelaksanaannya belum
dapat dikatakan berhasil karena masih banyak permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.
Selain itu, aktor pemilu bertanggung jawab atas terjadinya komplikasi, seperti politik uang, yang
berujung pada banyaknya putusan. Namun demikian, menurut data yang terkumpul, tingkat demokrasi
dari tahun ke tahun relatif tinggi.
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Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

PENDAHULUAN

enelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses demokrasi dalam pemilihan

umum di Indonesia. Proses pemilihan umum yang dilakukan secara

demokratis, menetapkan hak dan kewajiban konstitusional untuk
menyelenggarakan pemilu yang adil serta bertanggung jawab (Cerdas & Afandi, 2019;
Sobari, 2019). Demokrasi adalah suatu sistem yang mengutamakan kebebasan untuk
memenuhi hak-hak masyarakat atau rakyat untuk memilih apa yang mereka inginkan
(Ilham, 2020). Indonesia memiliki sejarah panjang perkembangan demokrasi. Terlepas dari
situasi keamanan Indonesia yang genting, pemilu 1955 dipuji sebagai yang paling
demokratis dalam sejarah (Ma’arif, 2019). Namun, pada tahun 1977 hanya ada tiga partai
yang mengikuti pemilihan umum. Presiden pada waktu itu, (Suharto) berusaha
menyederhanakan partai politik untuk mendorong stabilitas politik, yang penting bagi
keberhasilan ekonomi (Anwar, 2020).

Menurut Nurjaman (2019), pada masa Orde Baru dilaksanakan pemilihan umum
setelah berakhirnya masa jabatan dalam 5 tahun. Namun, pemilihan umum yang
kompetitif tidak pernah diadakan; karenanya, Golkar selalu menjadi partai dominan, yang
menjadi salah satu fondasi Suharto. Koalisi partai politik selalu dilakukan guna
memenangkan pemilu, namun pada kenyataannya selalu diputuskan dalam dua
kemenangan (Solihah, 2018): pertama, kemenangan Golkar, kedua, menegaskan kembali
dan kemudian mengukuhkan Soeharto sebagai presiden terlama di Indonesia. Menurut
(Permatasari & Wijaya, 2018), presiden Soeharto bukan sekedar sebagai pemimpin yang
karismatik tetapi juga sebagai seorang yang otoriter. Rakyat Indonesia memasuki tahap
transisi demokrasi setelah berhasil melewati tahap kritis yang dikenal sebagai runtuhnya
rezim dua dekade sebelumnya. Tidak mudah untuk menggoyahkan sistem sebelumnya,
yang terjalin erat dan terdiri dari dua aparatur negara, yaitu pertama, ideologis dan kedua,
represif (Warburton & Aspinall, 2019). Namun, pada akhirnya dapat digulingkan

(runtuhnya kediktatoran) oleh gelombang gerakan masyarakat sipil.
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Gambar 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020

Data gambar 1 di atas menggambarkan indeks demokrasi Indonesia secara tiga
dimensi selama tiga tahun sebelumnya, yaitu 2018-2020. Ketiga aspek demokrasi ini
menunjukkan bagaimana demokrasi di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu (Sahid
& bin Shahruddin, 2018). Seperti dalam hak-hak politik, telah terjadi pergeseran yang cukup
besar. Tahun 2019 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya atau 2018.
Namun, pada tahun 2020, skor indeks demokrasi untuk hak-hak politik mengalami
penurunan (S. Hidayat, 2022). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pada
tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19 (Piter, 2021). Kondisi ini akan berdampak
signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, kesehatan, dan
politik. Dengan demikian, hal ini menjadi landasan bagi tumbuhnya demokrasi secara
positif, termasuk inisiatif untuk memilih kepala desa di berbagai daerah pada tahun 2022.

Prinsip Demokrasi merupakan hal yang sangat penting dan harus dicapai dalam
proses pemilihan umum untuk menegakkan keadilan serta kebebasan individu dalam
menentukan pilihan (Antoro, 2017). Tindakan yang harus dilakukan dalam pemilihan umum
didasarkan pada pandangan dan kebutuhan daerah untuk pembangunan bersama (Surya
et al., 2021). Hal ini diperlukan sebagai landasan demokrasi untuk mengidentifikasi
demokrasi yang tepat, dan untuk itu, membutuhkan keadilan dalam demokrasi. Namun,
tidak hanya kebebasan berekspresi (demokrasi) yang dibutuhkan; juga perlu memiliki
kekuatan atau kompetensi yang cukup untuk menjalankan keadilan (Rosyad & Maarif,
2020). Pemilihan umum harus mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi agar masyarakat

merasakan haknya dalam memilih seorang calon (Sobari, 2019).
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Dalam sejarah akar demokrasi, demokrasi merujuk pada kekuasaan atau kapasitas
rakyat untuk bertindak dalam konteks peradaban Yunani (Zaini, 2020). Menurut (llham,
2020), demokrasi secara “etimologis” (tinjauan bahasa); itu terdiri dari dua kata Yunani:
"demos" (berarti "rakyat") dan "cratein" atau "Cratos" (berarti kekuasaan) (kedaulatan).
Demokrasi adalah suatu sistem yang memadukan pemikiran dan kegiatan seluruh
rakyatnya (Pamungkas & Arifin, 2019). Akibatnya, implementasi di setiap negara akan
menjadi unik dalam hal fitur dan eksekusi. Ada beberapa perbedaan dalam demokrasi,
seperti perbedaan opini publik.

Selain itu, demokrasi dapat berfungsi sebagai model untuk melaksanakan
pemerintahan yang baik dan mengarahkan kebijakan suatu negara ke arah yang benar
(Sahid & bin Shahruddin, 2018). Ini membutuhkan pemerintah untuk memberikan warga
negara dengan penentuan nasib sendiri untuk membangun bangsa. Hampir setiap negara
di dunia telah mengadopsi bentuk pemerintahan yang demokratis (Geddes, 2018). Ini
terdiri dari tiga komponen utama (Sellers et al., 2020):

1. Kemauan politik suatu negara
2. Masyarakat politik yang solid akan
3. Kehadiran masyarakat sipil yang kuat dan otonom
Ketiga aspek ini diproses di suatu negara untuk mengamankan kekuasaan mayoritas,

suara populer, dan pemilihan langsung, umum, dapat diakses, dan rahasia.

Tabel 1.

Demokrasi Prosedural dan Substantif

Variable Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Demokrasi yang
Formal-Prosedural Substantif-Berkualitas
Partisipasi Kuantitas dan kualitas Pemilih yang kritis
pemilih Tidak ada diskriminasi bagi pemilih
Tidak ada partisipasi semu karena
mobilitas dan vote buying
Kompetisi Jumlah kompetitor dan Kualitas kompetisi (Jurdil)
syarat formal kandidat Peluang yang sama bagi semua warga
terpenuhi untuk dipilih (political equality) \
Civil Liberties  Secara formal diakui Tidak adanya pembajakan hak-hak
politik warga oleh elite
Hasil  Akhir Terpilihnya kepala Peningkatan kualitas responsiveness
Pemilu negara-wakil kepala dan pertanggungjawaban
negara (accountability) kepala negara pada

warga
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2. Mendekatkan pemerintah dengan
masyarakat

3. Meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat

Sumber: (Zuhro, 2019)

Demokrasi, sebuah istilah yang memiliki jutaan konotasi dan implikasi bagi
keberlanjutan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lainnya (Onyishi,
2018). Berhasil atau tidaknya proses demokrasi akan mempengaruhi penyelenggaraan
negara dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era
kontemporer, demokrasi merupakan salah satu prinsip pedoman dalam mengontrol suatu
pemerintahan (Plattner, 2020). Prinsip demokrasi menyiratkan bahwa rakyat adalah
pemangku kepentingan utama suatu negara. Akibatnya, dalam negara demokrasi, rakyat
memiliki suara yang signifikan dalam kebijakan yang ditempuh oleh negara melalui
administrasinya (Afolabi, 2018).

Dalam masyarakat demokratis, rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak untuk
terlibat langsung dalam urusan pemerintahan, termasuk pemilihan kepala negara dan
kepala daerah (Pamungkas & Arifin, 2019; Rikardo, 2020). Indonesia menjunjung tinggi
demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya untuk menjamin kedaulatan
rakyat (Rikardo, 2020). Teknik memperoleh kekuasaan atau wewenang adalah melalui
proses pemilihan umum yang sistematis yang diatur oleh standar hukum yang unik untuk
pemilihan umum. Pemilu sering disebut-sebut sebagai bukti utama keberadaan dan
berjalannya pemerintahan yang demokratis (Wahidah & Afriyani, 2021). Namun, pemilihan
umum tidak biasanya atau secara eksklusif menunjukkan status demokrasi suatu negara
(Nuryanti, 2018; Zuhro, 2019). Ada kriteria lain untuk menentukan apakah suatu negara
demokratis atau tidak. Ada dua cara untuk memahami demokrasi. Yang pertama adalah
pendekatan normatif demokrasi, atau bagaimana seharusnya demokrasi berfungsi (das
Sein), sedangkan yang kedua adalah pendekatan empiris terhadap demokrasi, atau
bagaimana demokrasi bekerja (das sollen) (Muntoha, 2018). Demokrasi didefinisikan
sebagai bentuk pemerintahan yang terdiri dari empat komponen penting (Duong et al.,
2022):

1. Sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui pemilihan umum

yang bebas dan adil.

2. Partisipasi aktif warga negara dalam politik dan kehidupan bernegara.
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3. Perlindungan hak asasi semua warga negara.

4. Aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku sama untuk semua warga

negara.

Sementara itu, Imron (2021) mendefinisikan demokrasi sebagai teknik politik yang
digunakan untuk memilih pemimpin politik. Menurut Deria (2021), setiap warga negara
dapat memilih pemimpin dari tokoh-tokoh politik yang memperebutkan peran tersebut.
Selain itu, warga negara dapat mengubah atau mengganti pemimpin pilihan mereka dalam
pemilihan yang akan datang. Selain itu menurut (Zaini, 2020) suatu negara dapat dikatakan
demokratis jika dapat memenuhi unsur-unsur seperti memiliki kebebasan berkumpul dan
berserikat, kebebasan berekspresi, memilih hak untuk memilih dalam pemilu, memiliki
kesempatan untuk memegang jabatan publik, dan memiliki hak pedoman kegiatan politik
bahwa bagi pemerintahan yang demokratis setidaknya memenuhi instrumen berikut
(Subiyanto, 2020):

1. Pemilihan umum yang demokratis, perwakilan, pemerintahan yang responsif dan

bertanggung jawab.

2. Konstitusi hukum yang menjamin persamaan, kepastian hukum, dan keadilan

3. Partisipasi masyarakat dalam segala bentuknya

Pemilu menjadi acuan utama dalam menilai kondisi demokrasi suatu negara. Dalam
konteks negara Indonesia, setelah UUD 1945, semua wakil, presiden, dan kepala daerah
dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (Kosasih, 2018). Dari perspektif rakyat,
pemilihan umum merupakan instrumen yang mewujudkan kedaulatan rakyat, yang
bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan sarana untuk mengartikulasikan
keinginan dan kepentingan rakyat (Ghins, 2021). Asas pemilihan umum dalam undang-
undang pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Rais et al., 2021).
Dalam konteks pelaksanaan di Indonesia, pemilihan umum sendiri pertama kali diadakan
pada tahun 1955 (Pamungkas & Arifin, 2019). Maka, dalam penelitian ini akan mengkaji
pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara demokrasi dengan dilihat
dari unsur pendekatan normatif dan pendekatan empiris terhadap demokrasi yang
seharusnya dilakukan oleh pemilih dan pada pelaksana pemilihan umum (pemilu) seperti
yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 tentang pemilihan umum yang

seharusnya dilaksanakan secara demokrasi.
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METODE PENELITIAN

Pemilu merupakan upaya untuk melaksanakan demokrasi menurut undang-undang
yang mengatur setiap tindakan, sehingga hak dan kewajiban pemilih terpenuhi tanpa
adanya kesalahan (Husna & Novita, 2019). Upaya ini dilakukan untuk menjaga cita-cita
demokrasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, kita akan mengkaji implementasi
demokrasi untuk menghasilkan pemilihan umum yang sukses dan tidak adanya kesalahan
dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kasus di
Indonesia yang merupakan negara dengan sistem demokrasi yang mempunyai banyak
perbedaan adat di masyarakat (D. R. Hidayat et al., 2018), hal ini akan menjadi lebih menarik
di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
merangkum data yang diperoleh dari berbagai sumber data sekunder, antara lain media
sosial, media massa, makalah pemilu, dokumen demokrasi, data pemerintah dan data
dokumen lembaga statistik yaitu Badan Pusat Statistik. Data tersebut kemudian akan dikaji
seperti berdasarkan pernyataan yang dikemukakan, data hasil dari dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan penelitian serta dilakukannya triangulasi yaitu dengan
menampilkan data, dan mereduksi data yang didapatkan. Untuk menguatkan data yang
telah dianalisis sebelumnya, maka akan dikonfirmasi dengan menggunakan program
analisis data, dengan menggunakan alat analisis data Nvivo 12 Plus, dari data yang
didapatkan dari media massa, makalah pemilu sera dokumen demokrasi serta dilakukan
konfirmasi ulang dengan menggunakan teori demokrasi dan peraturan yang digunakan

dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi merupakan suatu asas dalam pemilihan umum baik dalam pemilihan
kepala negara, kepala daerah, kepala desa ataupun perwakilan rakyat. Lebih lanjut,
demokrasi harus berdiri di atas keadilan yang merupakan dasar dari sebuah pemilihan
umum. Seperti yang disebutkan oleh Afolabi (2018) bahwa dalam suatu pemilihan umum,
asas demokrasi menjadi penting karena mengedepankan suara rakyat, yang mempunyai
kepentingan untuk memilih suatu pemimpin yang memiliki jiwa demokrasi yang kuat.
Maka, pemilihan umum harus mengutamakan demokrasi dalam sistem pemilihan umum
pada suatu pemilihan pemimpin yang baik. Dari beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah Republik Indonesia, demokrasi menjadi landasan dasar dalam suatu pemilihan
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umum. Seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di
Luar Negeri, bahwa dalam pasal 9 menyatakan bahwa:
1. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas
ditampilkan kepada umum;
2. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
3. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
dan
4. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau
peserta Pemilu lain.

Hal ini adalah upaya agar tidak terjadinya permasalahan yang menyangkut
demokrasi, yaitu kebebasan dalam memberikan suara terhadap calon dalam pemilihan
umum (Astuti & Dkk, 2019). Selain itu, pemilihan umum harus dilaksanakan secara
demokrasi agar terciptanya suatu pelaksanaan pemilihan umum yang efektif dan efisien
(Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Selain itu, demokrasi juga memberikan hak kepada
masyarakat untuk bebas memilih, tanpa adanya tekanan yang diberikan dari pihak-pihak
calon untuk memilih calon (Saputra, 2021). Di Indonesia sudah melaksanakan asas
demokrasi dengan baik seperti memberikan hak-hak bagi masyarakat dalam memilih calon
tanpa adanya penekanan dalam hak memilih, serta masyarakat dapat mengetahui hasil
pemilihan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dengan transparan. Namun
hal ini belum dapat dikatakan berhasil dalam proses demokrasi yang sebenarnya karena
masih ada permasalahan yang terjadi di dalam proses pemilu atau pemilihan umum yang
dilakukan. dengan konsep demokrasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu pendekatan normatif
dan pendekatan empiris menjadi acuan dalam keberhasilan proses demokrasi dalam
pemilihan umum.

Di Indonesia ada kebijakan yang mengkhususkan adanya dukungan partai yang besar
dengan dibuatnya kebijakan parliamentary threshold atau ambang batas menjadi salah
satu peraturan dalam pelaksanaan pemilihan umum, hal ini merupakan proses dalam
upaya pelaksanaan demokrasi yang baik, ambang batas sendiri dilakukan dalam pemilihan
umum eksekutif (Nishizaki, 2019). Namun, dengan adanya ambang batas, pemilu dapat
menjadi problem karena akan mengakibatkan masyarakat dalam menentukan pilihan tidak

memiliki alternatif lain terhadap calon yang diusung oleh partai politik (Romli, 2018).
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Gambar 2. Parliamentary threshold
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pada gambar 2 diatas perolehan suara yang sah atau perolehan kursi yang dapat
mengikuti pemilu pada tahun 2014 adalah 3,5% dari total perolehan suara, sementara pada
pemilu 2019 ambang batas atau parliamentary threshold naik menjadi 4%. Hal ini
mengharuskan partai politik untuk mencari cara bagaimana perolehan suara yang
didapatkan harus sesuai dengan aturan ambang batas (Parliamentary Threshold), maka
dilakukan dengan cara berkoalisi dengan partai lain agar dapat menempuh ambang batas
yang telah ditentukan. Hal ini diupayakan agar dapat memberikan proporsi yang sesuai
antara perolehan suara dengan perolehan kursi legislatif, sehingga memberikan semangat
keterwakilan masyarakat. Namun pada kenyataannya, tetap muncul permasalahan yang
terjadi akibat dari adanya ambang batas, seperti pada partai yang tidak memilih untuk
berkolaborasi tidak dapat mengikuti pemilihan umum, sedangkan dari konsep demokrasi
bahwa seluruh elemen masyarakat, Lembaga masyarakat berikut juga kelompok partai
politik seharusnya dapat mengikuti pemilihan umum yang diadakan. Selain itu, ada
beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan (Rikardo, 2020). Dengan banyaknya
permasalahan pada pemilu 2019 yang sudah berlangsung, tidak menjadikan demokrasi
sebagai tujuan utama dalam proses pemilihan umum di Indonesia, berikut permasalahan

dalam pemilu 2019.
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Gambar 3. Permasalahan Pemilihan Umum pada tahun 2019
Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dari gambar 3 di atas menunjukkan bahwa permasalahan pemilu yang terbanyak
adalah politik uang, dengan demikian pemilihan umum dapat dikatakan kredibilitasnya
rendah dengan adanya politik uang yang digunakan oleh para calon atau oleh para peserta
pemilu dapat mengakibatkan permasalahan baru yang muncul seperti korupsi. Selain itu,
dapat mengakibatkan penurunan demokrasi yang tinggi. Hal ini akan sangat berpengaruh
terhadap kualitas pemilu yang baik dan benar. Berikut indeks demokrasi dari tahun 2017-

2022 di Indonesia.

Jurnal Transformative 9(1), 2023 | 75



INDEKS DEMOKRASI TAHUN KE TAHUN
80 78.12
78
74.92

76 73.66
74 72.11 72.39
72
70
68

2017 2018 2019 2020 2021

INDEKS DEMOKRASI TAHUN KE TAHUN

Gambar 4. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2017-2021

Dalam upaya menghitung demokrasi, keinginan berdemokrasi diimplementasikan
secara bertahap dengan menggunakan sejumlah variabel yang ditentukan pemerintah.
Indeks demokrasi tahun 2021 dihitung sebesar 72,11. Dengan menggunakan proses
perhitungan dengan variabel lama. Selain itu, hasil perhitungan mencapai 78,12 pada tahun
2021, menunjukkan pertumbuhan tahunan. Pencapaian kinerja demokrasi Indonesia tahun
2021 tergolong “moderat” dengan skor 78,12. Faktor kebebasan dalam Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) 2021 mendapat skor tertinggi 79,72 poin. Selain itu, faktor pemerataan
bernilai 78,86 poin dan faktor kapasitas bernilai 75,67 poin untuk indeks demokrasi
Indonesia.

Pada triwulan | 2022, pemerintah merevisi komponen dasar dan metodologi
penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai upaya penguatan metodologi.
Pendekatan baru penghitungan IDI mengukur demokrasi tidak hanya di bidang politik,
tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial. Metodologi baru IDI terdiri atas tiga dimensi,
yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kompetensi lembaga demokrasi, serta total 22 indikator.
Data IDI tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya karena
beberapa indikator dalam pendekatan IDI baru berbeda dengan metode IDI lama.

Upaya dalam menanamkan demokrasi di dalam proses pemilu harus dilakukan guna
memberikan kebebasan dalam memakai hak pilih sebagai yang telah ditekankan dalam
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Proses
demokrasi dalam pemilu harus dilakukan secara benar, sebagai bentuk negara yang
mementingkan hak-hak dari pilihan rakyat (Pamungkas & Arifin, 2019). Selain itu, proses

pemilu diharapkan dapat mengupayakan demokrasi sebagai dasar dalam proses pemilu
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yang akan dilakukan, dengan proses keterbukaan dalam proses pemilu menjadi sangat

penting.
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Gambar 5 Word Frequency (analysis Nvivo 12 Plush)
Sumber: Nvivo 12 Plus

Di negara mana pun yang menerapkan sistem pemilihan umum, tujuan pemilihan
umum adalah demokratis, di Indonesia, pemungutan suara merupakan salah satu proses
pemilu yang harus menganut nilai-nilai demokrasi Indonesia (Kosasih, 2018). Dari temuan
analisis data yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis data Nvivo 12 Plus dengan
frekuensi kata yang diambil dari media massa atau media online. Hasil analisis data
menghasilkan frase pemilu, demokrasi, dan nasional yang merupakan kata-kata yang
paling sering digunakan dalam artikel berita media online. Hal ini menunjukkan keinginan
yang kuat untuk pemilu yang demokratis. Hal ini merupakan keinginan untuk dapat
menekankan asas demokrasi dalam pemilihan umum dengan prinsip kebebasan serta adil
dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan demokrasi.

Pemilu di Indonesia diperkirakan akan mengikuti standar demokrasi, namun masih
banyak keluhan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu mendatang, pengaduan yang
dilakukan terkait permasalahan dalam proses pemilu perlu diantisipasi. Pengaduan ini,
berdasarkan temuan laporan ke DKPP, disampaikan ke sejumlah lembaga pemilihan umum

dari pusat hingga daerah.
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Tabel 2.

Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu yang Diadukan

No Lembaga Penyelenggara Jumlah Teradu
1 KPU RI 30
2 Bawaslu Rl 1
3 KPU Provinsi 64
4 Bawaslu Provinsi 75
5 KPU Kab/Kota 441
6 Bawaslu Kab/Kota 307
7 PPK 3
Total 921

Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2021

Dalam proses memperkuat pemilu yang demokratis, Indonesia telah melakukan
berbagai langkah untuk meningkatkan demokrasi. Upaya mendorong demokrasi dalam
pemilu tidaklah sederhana, seperti yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu di
Indonesia, karena setiap penyelenggara masih menghadapi banyak tantangan, terbukti
pada Tabel 2 dari banyaknya laporan dan pengaduan yang diterima oleh penyelenggara
pemilu di Indonesia. Total dari 7 (tujuh) Lembaga dalam pelaksanaan pemilu yaitu 921
jumlah pengaduan. Artinya masih banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam proses
pemilu yang dilakukan tidak berdasarkan prinsip dalam kebebasan atau prinsip demokrasi.

Aduan yang dilakukan dari berbagai aspek pemilu, sebagai berikut:

Tabel 3.
Data Pengadu Tahun 2021
No Unsur Pengadu Jumlah Pengadu
1 Masyarakat/Pemilih 413
2 Peserta Pemilu/Pilkada 63
3 Penyelenggara Pemilu 58
4 Tim Kampanye 3
5 Pasangan Calon 3
6 Calon Legislatif 1
Total 451

Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2021

Menurut data pada Tabel 3, unsur penyelenggara pemilu mengajukan keberatan.

Banyak kekhawatiran mendorong pengajuan pengaduan. Dalam pemilu, isu-isu tersebut
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dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori: prinsip profesional (49,8%), prinsip kepastian
hukum (23%), dan prinsip independen (6,1%). Persoalan ini bergantung pada
penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2019 dan 2020. Permasalahan pertama,
pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yaitu: tidak adanya komunikasi yang
efektif antara penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu. Kedua, calon narapidana. KPU
dan Bawaslu memiliki pandangan yang berlawanan. Ini merupakan permasalahan yang

harus diluluskan.

KESIMPULAN

Pemilihan umum merupakan salah satu komponen pelaksanaan prinsip demokrasi.
Dengan demikian, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan
perencanaan yang baik. Dalam beberapa konsep mendefinisikan demokrasi, termasuk
kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berekspresi, hak untuk memilih dalam
pemilihan, kesempatan untuk memegang jabatan publik, dan hak untuk mengarahkan
aktivitas politik. Selain itu, pemilihan umum menganut prinsip langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

Dari hasil penelitian ini didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dalam
pelaksanaannya pemilu telah dilakukan dengan proses demokrasi, namun proses
pelaksanaannya belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak permasalahan
dalam penyelenggaraan pemilu yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu yang
demokrasi. Selain itu, aktor dalam pemilu bertanggung jawab atas terjadinya
permasalahan dalam proses demokrasi, seperti politik uang dalam proses
penyelenggaraan pemilu yang berujung pada banyaknya penetapan vonis calon dalam
pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan data yang terkumpul kemudian dilakukan
analisis, tingkat demokrasi dari tahun ke tahun relatif tinggi. Namun, hal itu harus lebih
ditingkatkan untuk melindungi hak-hak pemilih dan untuk memfasilitasi penyelenggaraan
pemilu yang baik dan menggunakan prinsip demokrasi. agar terjadinya pelaksanaan

pemilu yang menekankan prinsip demokrasi.
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